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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Landasan Teori 

2.1.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi adalah salah satu landasan teori yang paling banyak digunakan 

dan memiliki pengaruh besar dalam disiplin ilmu akuntansi, keuangan, serta 

pengelolaan perusahaan. Teori ini secara menyeluruh pertama kali diperkenalkan oleh 

Jensen & Meckling, (1976) yang menggambarkan hubungan keagenan sebagai sebuah 

ikatan kontraktual di mana satu pihak atau lebih selaku prinsipal menunjuk pihak lain 

sebagai agen untuk menjalankan tugas tertentu atas nama mereka, termasuk di 

dalamnya pelimpahan sebagian wewenang dalam hal pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Dalam praktik perusahaan masa kini, hubungan keagenan tersebut 

tercermin dalam keterkaitan antara pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal 

dan pihak manajemen yang bertindak sebagai agen, di mana manajemen diberi 

kepercayaan serta kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan demi 

memenuhi kepentingan para pemegang saham. Wongsinhirun et al. (2024) menegaskan 

bahwa pemisahan kepemilikan dan kendali dalam perusahaan merupakan akar dari 

munculnya konflik keagenan, di mana para manajer berpotensi lebih mengutamakan 

kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan para pemegang saham. 
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Inti dari teori agensi terletak pada munculnya pertentangan kepentingan antara 

prinsipal dan agen yang dipicu oleh ketidakseimbangan informasi di antara kedua belah 

pihak. Dalam hubungan keagenan, agen selaku pihak yang mengelola perusahaan 

memiliki akses terhadap informasi yang jauh lebih memadai dibandingkan prinsipal 

yang berposisi sebagai pihak eksternal sekaligus pemilik perusahaan. Xu (2024). 

Kondisi asimetri informasi ini menciptakan ruang bagi agen untuk bertindak 

oportunistik demi kepentingan pribadi. Sebagai akibatnya, Jensen & Meckling (1976) 

mengidentifikasi munculnya biaya keagenan (agency costs) yang terdiri dari: (1) biaya 

pengawasan (monitoring costs) yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi perilaku 

agen; (2) biaya pengikatan (bonding costs) yang ditanggung oleh agen sebagai upaya 

untuk meyakinkan prinsipal bahwa setiap tindakan yang mereka ambil senantiasa 

selaras dengan kepentingan prinsipal; dan (3) kerugian residual (residual loss) akibat 

keputusan agen yang menyimpang dari keputusan optimal bagi prinsipal. Salehi et al. 

(2024) menekankan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik merupakan 

instrumen utama dalam menekan biaya-biaya keagenan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori agensi memberikan 

penjelasan mendalam mengenai motivasi dan konsekuensi dari perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. Xu (2024) dalam penelitiannya menggunakan teori agensi sebagai 

landasan untuk menjelaskan risk effect dari penghindaran pajak, di mana aktivitas 

penghindaran pajak dapat memperparah masalah asimetri informasi dan konflik 

keagenan. Penghindaran pajak sering kali melibatkan transaksi-transaksi yang sengaja 
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tidak diungkapkan secara penuh kepada otoritas pajak, sehingga secara bersamaan 

menurunkan kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan derajat asimetri 

informasi antara manajemen dan pemegang saham (Xu, 2024). Sebagaimana 

ditegaskan oleh Wongsinhirun et al. (2024) berdasarkan sampel hampir 30.000 

observasi selama seperempat abad, penghindaran pajak perusahaan pada dasarnya 

didorong oleh konflik keagenan, dan secara signifikan dapat dikurangi dengan 

meningkatnya kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang berperan dalam 

menyeimbangkan kepentingan antara manajer dan para pemegang saham. 

Xu (2024) mengidentifikasi tiga kategori risiko keagenan yang muncul dari 

aktivitas penghindaran pajak. Pertama, risiko informasi (information risk): 

penghindaran pajak yang agresif mendorong manajemen untuk menyembunyikan 

detail transaksi, yang mengakibatkan penurunan transparansi dan peningkatan asimetri 

informasi. Kedua, risiko keagenan (agency risk): dalam sistem perusahaan modern, 

manfaat ekonomis dari penghindaran pajak cenderung dinikmati oleh pihak internal 

yang mengambil keputusan pajak, sehingga menciptakan insentif bagi manajer untuk 

memanfaatkan penghindaran pajak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan 

pribadi melalui manajemen laba, perdagangan orang dalam (insider trading), atau 

investasi tidak efisien. Ketiga, risiko investasi (investment risk): konflik keagenan 

menyebabkan keputusan investasi manajer menyimpang dari tujuan memaksimalkan 

nilai pemegang saham, di mana manajer mungkin menggunakan arus kas bebas hasil 

penghindaran pajak untuk over investasi atau berinvestasi pada area berisiko tinggi 
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demi memenuhi syarat insentif pajak. Alkausar et al. (2023) memperkuat argumen 

tersebut melalui temuannya bahwa tata kelola perusahaan yang kuat melalui 

mekanisme pengawasan yang efektif terbukti berkorelasi negatif dengan agresivitas 

pajak perusahaan. 

Perkembangan terkini dari teori agensi juga memperkenalkan konsep konflik 

keagenan tipe ketiga, yaitu konflik antara perusahaan dan pihak ketiga, dalam hal ini 

otoritas pajak sebagai representasi pemerintah. Alkausar et al. (2023) menjelaskan 

bahwa dalam konteks perusahaan-perusahaan Asia, termasuk Indonesia yang 

didominasi oleh perusahaan keluarga, konflik keagenan tipe 3 ini lebih relevan 

dibandingkan konflik keagenan tradisional yang hanya menekankan keterkaitan antara 

pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Perilaku oportunistik perusahaan 

dalam menjalankan praktik agresivitas pajak muncul akibat adanya ketimpangan 

informasi antara otoritas perpajakan dan pihak perusahaan. Mekanisme tata kelola 

perusahaan yang efektif dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan dan mengurangi asimetri informasi tersebut, sehingga menekan 

kecenderungan agresivitas pajak perusahaan. 

Teori agensi juga menjadi dasar teoretis bagi peran investor institusional 

sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Dalam kerangka teori agensi, investor 

institusional berperan sebagai agen pengawas (monitoring agent) yang mewakili 

kepentingan pemegang saham minoritas dalam membatasi perilaku oportunistik 

manajemen. Xu (2024) menegaskan bahwa investor institusional dapat mengurangi 
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motivasi manajemen untuk mengejar keuntungan pribadi melalui penghindaran pajak, 

sehingga mengurangi penghindaran pajak yang bersifat oportunistik. Salehi et al. (2024) 

dalam penelitian mereka pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Teheran menemukan bahwa berbagai mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk 

kepemilikan institusional, memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Temuan ini sejalan dengan prediksi yang dikemukakan oleh teori agensi bahwa 

pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal akan mengurangi ruang bagi agen 

untuk bertindak oportunistik. 

Relevansi teori agensi dalam penelitian ini terletak pada penjelasannya terhadap 

hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba. Berdasarkan perspektif teori 

agensi, penghindaran pajak yang moderat dapat mencerminkan tindakan manajer yang 

berorientasi pada kepentingan pemegang saham dengan meningkatkan arus kas internal 

perusahaan (value effect). Namun, penghindaran pajak yang agresif justru 

mencerminkan perilaku oportunistik manajer yang berupaya menyembunyikan 

informasi dan memanfaatkan celah informasi untuk kepentingan pribadi, sehingga 

meningkatkan risiko perusahaan dan mengurangi keberlanjutan laba (risk effect). Itan 

et al. (2024) dalam penelitian terbaru mereka pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

menegaskan bahwa penghindaran pajak sebagai cerminan konflik keagenan 

berdampak pada manipulasi pelaporan keuangan yang pada gilirannya mempengaruhi 

kualitas dan persistensi laba perusahaan. Dengan demikian, teori agensi menjadi 
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fondasi teoretis yang kuat untuk memahami mengapa penghindaran pajak memiliki 

efek ganda terhadap persistensi laba perusahaan. 

2.1.1.2 Penghindaran Pajak  

 Penghindaran pajak (tax avoidance) merujuk pada upaya yang dilakukan oleh 

wajib pajak untuk meminimalkan beban kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan 

celah-celah yang ada dalam regulasi perundang-undangan di bidang perpajakan yang 

sedang berlaku. Xu, (2024) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian 

strateg|i dan langkah-langkah yang d|itempuh perusahaan guna menekan beban pajak 

yang waj|ib d|ibayarkan, yang dapat berdampak ganda terhadap kual |itas dan 

keberlanjutan laba perusahaan. Koay & Sap|ie|i (2024) dalam penel |it|ian mereka pada 

perusahaan-perusahaan yang tercatat d|i Bursa Efek Malays|ia menegaskan bahwa 

pengh|indaran pajak merupakan suatu strateg |i perencanaan perpajakan yang 

memanfaatkan ketentuan hukum pajak yang berlaku dan standar akuntans |i untuk 

mengurang|i jumlah pajak yang terutang kepada pemer|intah. Perbedaan mendasar 

antara pengh |indaran pajak dan penggelapan pajak (tax evas|ion) terletak pada aspek 

legal|itas: pengh|indaran pajak d|ilakukan secara legal namun berada d |i area abu-abu 

peraturan, sedangkan penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum yang bers |ifat 

|ilegal. 

 Berbaga|i penel|it|ian telah meng|ident|if|ikas|i mot|ivas|i perusahaan dalam 

melakukan pengh |indaran pajak. Dar|i perspekt|if yang berfokus pada manfaat ekonom|i, 

Wongs|inh|irun et al. (2024) menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengh |indaran 
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pajak sebaga|i upaya untuk memaks|imalkan arus kas |internal dengan mengurang|i 

pembayaran pajak kepada pemer |intah, seh |ingga leb|ih banyak sumber daya yang 

tersed|ia untuk keg |iatan operas |ional, |investas|i, dan pembag|ian d|iv|iden kepada 

pemegang saham. Xu (2024) menambahkan bahwa ket|ika pengh|indaran pajak 

d|ilakukan secara moderat, t|indakan tersebut dapat mencerm|inkan upaya manajemen 

yang beror|ientas|i pada kepent|ingan pemegang saham melalu|i pen|ingkatan arus kas 

|internal perusahaan, yang d|isebut sebaga|i value effect. Namun, Xu (2024) juga 

meng|ident|if|ikas |i adanya r|isk effect dar|i pengh|indaran pajak, ket|ika pengh|indaran 

pajak d|ilakukan secara agres|if, hal tersebut dapat men|ingkatkan r|is|iko perusahaan, 

memperparah as |imetr|i |informas|i, dan mencerm|inkan per|ilaku oportun|ist|ik manajer 

yang berupaya menggunakan celah pajak untuk kepent|ingan pr|ibad|i. 

 Dalam kaj|ian |ilmu akuntans|i dan perpajakan, terdapat beragam |ind|ikator yang 

dapat d|igunakan sebaga |i alat ukur untuk men |ila|i sejauh mana perusahaan melakukan 

pengh|indaran pajak. Saleh|i et al. (2024) meng|ident|if|ikas|i t|iga proks|i utama yang 

banyak d|igunakan, ya|itu: (1) Effect|ive Tax Rate (ETR), yang d|ih|itung dengan membag|i 

beban pajak penghas |ilan dengan laba sebelum pajak; (2) Book-Tax D|ifference (BTD), 

ya|itu sel|is|ih antara laba akuntans|i dan laba f|iskal; dan (3) D|iscret|ionary Book-Tax 

D|ifference (DDBTD) yang d|ikembangkan oleh Desa|i & Dharmapala (2009), ya|itu 

komponen BTD yang telah d|ibers|ihkan dar|i pengaruh manajemen laba akrual.  

 Menurut Xu (2024) dalam penel|it|iannya mem|il|ih menggunakan proks|i 

DDBTD karena proks|i |in|i leb|ih akurat dalam menangkap akt|iv|itas pengh|indaran pajak 
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yang sesungguhnya, dengan mengel|im|inas|i pengaruh akrual d|iskres |ioner yang dapat 

menyebabkan b |ias dalam pengukuran. Langkah pertama dalam mengukur DDBTD 

adalah mengh|itung Book-Tax D|ifference (BTD) sebaga|i perbedaan antara laba 

akuntans|i (book |income) dan laba kena pajak (taxable |income). Ber|ikut adalah rumus 

untuk mengh|itung BTD: 

BTDᵢ, ₜ =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Asetᵢ, ₜ
 

 Selanjutnya, Xu (2024) meng|ikut|i metode Desa|i & Dharmapala (2009) untuk 

mengh|itung DDBTD, ya|itu dengan melakukan regres |i BTD terhadap total akrual 

(TACC) untuk mem|isahkan komponen BTD yang murn|i berasal dar|i akt|iv|itas 

pengh|indaran pajak dar|i komponen yang d|ipengaruh|i oleh manajemen laba. 

Persamaan regres|inya adalah sebaga|i ber|ikut: 

Model regres |i untuk mengh|itung DDBTD Desa|i & Dharmapala (2009): 

BTDᵢ,ₜ  =  α × TACCᵢ,ₜ  +  μᵢ  +  εᵢ,ₜ 

Seh|ingga: 

DDBTDᵢ,ₜ  =  μᵢ  +  εᵢ,ₜ 

Keterangan: 

BTDᵢ,ₜ    = Book-Tax D|ifference perusahaan |i pada per|iode t (d|iskala dengan 

total aset) 
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TACCᵢ,ₜ   = Total akrual perusahaan |i pada per|iode t (d|iskala dengan total aset) 

α         = Koef|is|ien regres|i total akrual terhadap BTD 

μᵢ        = F|ixed effect perusahaan |i (komponen pengh|indaran pajak permanen) 

εᵢ,ₜ      = Res|idual regres|i (komponen pengh|indaran pajak sementara) 

DDBTD,ₜ  = Res|idual dar|i regres|i d|i atas, merupakan proks|i pengh|indaran 

pajak. 

 Semak|in t|ingg|i n|ila|i DDBTD, semak|in besar pula t|ingkat pengh|indaran pajak 

yang d|ilakukan. Keleb|ihan utama proks|i DDBTD d|iband|ingkan ETR dan BTD b|iasa 

adalah kemampuannya untuk mem|isahkan pengh|indaran pajak yang sesungguhnya 

dar|i pengaruh manajemen laba akrual, seh|ingga menghas|ilkan pengukuran yang leb|ih 

bers|ih dan akurat (Xu, 2024). 

 Xu (2024) leb|ih lanjut menganal|is|is pengh |indaran pajak dengan membag|i 

sampel penel|it|ian menjad|i t|iga kelompok (quart|ile) berdasarkan t |ingkat DDBTD, 

ya|itu rendah (Q1), menengah (Q2), dan t |ingg|i (Q3). Pembag|ian |in|i d|idasarkan pada 

argumen bahwa efek pengh|indaran pajak terhadap pers|istens|i laba bers|ifat non-l|inear: 

pada t|ingkat pengh|indaran pajak yang rendah, value effect mendom|inas|i seh|ingga 

pengh|indaran pajak member|ikan dampak pos|it|if terhadap pers|istens|i laba. Sebal|iknya, 

pada t|ingkat pengh|indaran pajak yang t|ingg|i, r|isk effect mendom|inas|i karena 

men|ingkatnya r|is|iko |informas|i, r|is|iko keagenan, dan r|is|iko |investas|i yang menyerta|i 

pengh|indaran pajak agres|if, seh|ingga berdampak negat|if terhadap pers|istens|i laba. 
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Temuan Xu (2024)membukt|ikan h|ipotes|is non-l|inear |in|i dengan koef|is|ien β yang 

pos|it|if s|ign|if|ikan pada Q1 dan negat|if s|ign|if|ikan pada Q3. 

 Dalam konteks negara berkembang, termasuk |Indones|ia, pengh |indaran pajak 

menjad|i |isu yang semak|in mendapat perhat|ian, ba|ik dar|i akadem|is|i maupun regulator. 

Koay & Sap|ie|i (2024) menegaskan bahwa d|i negara-negara berkembang, lemahnya 

penegakan hukum pajak dan terbatasnya kapas |itas otor|itas pajak membuka peluang 

yang leb|ih luas bag|i perusahaan untuk menjalankan prakt|ik pengh|indaran pajak 

d|iband|ingkan d|i negara-negara maju. Saleh|i et al. (2024) juga menekankan bahwa d|i 

pasar modal negara berkembang, as|imetr|i |informas|i antara p|ihak manajemen dan para 

|investor eksternal cenderung leb|ih t|ingg|i, seh|ingga pengh|indaran pajak berpotens|i 

leb|ih ser|ing d|igunakan sebaga|i sarana untuk menyembuny|ikan |informas|i yang 

merug|ikan (bad news hoard|ing). Oleh karena |itu, pemahaman yang mendalam 

mengena|i pengukuran dan dampak pengh|indaran pajak sangat pent|ing untuk men|ila|i 

mutu dan kes|inambungan laba perusahaan d |i pasar modal |Indones|ia. 

2.1.1.3 Pers|istens|i Laba  

 Pers|istens|i laba adalah salah satu d |imens|i terpent|ing dar|i kual|itas laba. Secara 

konseptual, pers|istens|i laba mengacu pada sejauh mana laba perusahaan yang mampu 

bertahan dan berlanjut h|ingga per|iode mendatang (Xu, 2024). Khuong et al. (2022) 

mengart|ikan pers |istens|i laba sebaga|i ukuran kemampuan laba dalam pengamb |ilan 

keputusan ekonom|i dan pred|iks|i pendapatan d |i masa depan, yang secara langsung 

d|itentukan oleh k|inerja ekonom|i nyata perusahaan. Perusahaan yang mem|il|ik|i k|inerja 
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leb|ih unggul semest|inya mencerm|inkan kual|itas laba yang leb|ih t|ingg|i. Dengan 

dem|ik|ian, pers|istens|i laba t|idak sekedar mencerm|inkan stab|il|itas angka akuntans|i, 

mela|inkan mencerm|inkan kemampuan fundamental perusahaan dalam mencetak laba 

secara kons|isten dan berkes|inambungan dar|i keg|iatan operas|ionalnya. 

 Pers|istens|i laba merupakan standar pent|ing dalam mengukur kual|itas laba dan 

menjad|i referens |i baf|i |investor untuk mengevaluas|i perusahaan (Xu, 2024). Alroba|i et 

al. (2025) menegaskan bahwa pers|istens|i laba sebaga|i d|imens|i kual |itas laba sangat 

pent|ing bag|i pemangku kepent|ingan dalam pengamb|ilan keputusan, karena |informas|i 

laba yang pers|isten memungk|inkan pred|iks|i k|inerja keuangan masa depan yang leb|ih 

akurat. Dar|i perpekt|if pasar modal, S|iladjaja & Jasman (2024) membukt|ikan bahwa 

laba yang berkual|itas t|ingg|i dan berkelanjutan mencerm|inkan keb |ijakan akuntans|i 

yang kons|isten dan prudent, yang akan men|ingkatkan kepercayaan dan opt |im|ism 

|investor terhadap |imbal has|il masa depan. Sebal|iknya, laba yang rendah per|istens|inya 

meng|ind|ikas|ikan adanya gangguan ekonom |i, manajemen laba oportun|ist|ik, atau 

ket|idakpast|ian operas |ional yang dapat menyesatkan pengguna |informas|i keuangan. 

Le et al. (2024) dalam kaj|iannya terhadap perusahaan-perusahaan V|ietnam 

per|iode 2016-2021 membukt|ikan bahwa manajemen laba r|i|il (real earn|ings 

management) berdampak negat|if terhadap pers|istens|i laba beserta komponen-

komponen dengan efek yang leb|ih kuat pada arus kas d|iband|ingkan akrual. Temuan 

|in|i mengonf|irmas |i bahwa laba yang d|ihas |ilkan melalu|i man|ipulas|i akt|iv|itas r|i|il t|idak 

mewak|il|i |informas|i keuangan berkual|itas t|inggo dan t|idak mampu d|ipertahankan d|i 

per|iode mendatang. Sejalan dengan |itu, Khuong, Rahman, et al. (2022) membukt|ikan 
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bahwa pengungkapan Corporate Soc|ial Respons|ib|il|ity (CSR) dan komparab|il|itas 

laporan keuangan berpengaruh pos |it|ing terhadap pers|istens|i laba pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar d|i pasar saham v|ietnam , yang meng|ind|ikas|ikan bahwa 

transparans |i dan kons |istens|i pelaporan keuangan merupakan faktor kunc|i dalam 

mendukung keberlanjutan laba perusahaan. 

Berbaga|i faktor telah d|i|ident|if|ikas |i dalam l|iteratur sebaga |i determ|inan 

pers|istens|i laba. Khuong, Abdul Rahman, et al. (2022) menemukan bahwa manajemen 

laba berbas|is akrual berkorelas|i negat |if terhadap pers|istens|i laba, sementara 

manajemen laba r|i|il menunjukkan hubungan yang bervar |ias|i. Secara leb |ih spes|if|ik, 

r|iset oleh Dang & Vu (2022) pada bursa saham V|ietnam meng|ident |if|ikas|i bahwa 

strateg|i b|isn|is perusahaan, masalah keagenan pemegang saham substans |ial, 

konsentras|i pemasok/pelanggan, kual|itas pengendal|ian |internal, s|iklus operas|i, dan 

kompos|is|i dewan d|ireks |i semuanya berpengaruh terhadap pers|istens|i laba perusahaan. 

D|i s|is|i la|in, Xu (2024) menekankan bahwa pengh |indaran pajak juga merupakan faktor 

s|ign|if|ikan yang memengaruh|i pers|istens |i laba, dengan dampak yang bers|ifat 

kond|is|ional bergantung pada t|ingkat agres|iv|itas pengh|indaran pajak yang d|ilakukan. 

Dalam konteks pasar modal |Indones|ia, pers|istens|i laba terbukt|i relevan dan 

berpengaruh terhadap respons pasar.  Sandy & Mulya (2024) melakukan penel|it|ian 

terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar d|i Bursa Efek |Indones|ia per|iode 2011–

2021 dan memperoleh temuan bahwa laba yang pers|isten berpengaruh pos|it|if terhadap 

Earn|ings Response Coeff|ic|ient (ERC), yang meng|ind|ikas|ikan bahwa pasar 
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member|ikan respons leb|ih pos|it|if terhadap pengumuman laba dar|i perusahaan yang 

mem|il|ik|i pers|istens|i laba t|ingg|i. Leb|ih lanjut, pers|istens|i laba yang t|ingg|i 

memungk|inkan |investor untuk mempred|iks|i laba masa depan secara leb |ih akurat dan 

mengest|imas|i n|ila|i eku|itas perusahaan dengan leb|ih ba|ik (Xu, 2024). Dengan 

dem|ik|ian, pers|istens|i laba merupakan var |iabel yang krus|ial bag |i manajer, |investor, 

kred|itur, serta pemangku kepent|ingan la|innya dalam proses pengamb|ilan keputusan 

yang tepat dan  relevan. 

 Menurut Xu (2024) cara yang b |isa d|iterapkan untuk mengh|itung pers|istens|i 

laba, adalah: 

Menggunakan rumus EARN,ₜ₊₁ : 

Pers|istens|i Labaᵢ,ₜ₊₁ = 

Laba Bers|ihᵢ,ₜ₊₁ 

Total Asetᵢ,ₜ 

(Xu, 2024) 

2.1.1.4 |Investor |Inst|itus|ional 

 Kepem|il|ikan |inst|itus|ional (|inst|itut|ional ownersh|ip) d|idef|in|is|ikan sebaga|i 

propors|i kepem|il|ikan saham perusahaan yang d|ipegang oleh lembaga-lembaga 

keuangan sepert|i perusahaan asurans|i, dana pens|iun, perusahaan reksa dana, bank 

|investas|i, dan lembaga |investas|i la|innya. |Investor |inst|itus|ional d|iyak|in|i mem|il|ik|i 

kemampuan, sumber daya |informas|i, dan |insent|if yang jauh leb|ih besar d|iband|ingkan 

|investor |ind|iv|idu dalam memantau per |ilaku manajemen perusahaan (Drobetz et al., 

2025). Keunggulan komparat|if |in|i muncul karena |investor |inst|itus|ional umumnya 
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mem|il|ik|i t|im anal|is profes|ional yang berded|ikas |i, akses |informas|i yang leb|ih luas dan 

leb|ih cepat, serta kapas|itas pemrosesan |informas|i yang leb|ih cangg|ih seh|ingga mampu 

mendeteks|i per|ilaku oportun|ist|ik manajemen yang tersembuny|i d|i bal|ik transaks|i-

transaks|i perusahaan, termasuk dalam akt|iv|itas pengh|indaran pajak. 

 Dalam kerangka teor |i agens|i (agency theory), keterka|itan antara pemegang 

saham selaku pr|ins|ipal dan manajemen sebaga|i agen ser|ing kal|i d|iwarna|i oleh konfl|ik 

kepent|ingan yang d |ip|icu oleh as|imetr|i |informas|i. |Investor |inst|itus|ional berperan 

sebaga|i mekan|isme tata kelola eksternal yang mampu mem |it|igas|i masalah keagenan 

tersebut. L|i et al. (2021) menemukan bahwa berkurangnya pemantauan oleh |investor 

|inst|itus|ional yang berded|ikas|i secara s|ign|if|ikan men|ingkatkan pengh|indaran pajak 

sementara oleh Perusahaan. Hal |in|i membukt|ikan bahwa pengawasan akt |if dar|i 

|incestor |inst|itus|ional merupakan factor kr|it|is dalam membatas|i per|ilaku oportun|ist|ik 

manajemen. Sela |in |itu, Xu (2024) menegaskan bahwa |investor |inst|itus|ional dapat 

berpart|is|ipas|i dalam pengamb|ilan keputusan atas |isu-|isu strateg|is perusahaan melalu|i 

hak suara, pengajuan proposal dan negos |ias|i langsung, seh|ingga dapat memperkuat 

pengawasan atas akt|if|itas operas|ional dan keb|ijakan pajak perusahaan. 

 Mekan|isme pengawasan |investor |inst|itus|ional bekerja melalu|i t|iga jalur utama. 

Pertama, jalur mon|itor|ing |informas|i, |investor |inst|itus|ional dapat mengurang|i as|imetr|i 

|informas|i melalu|i kunjungan lapangan (corporate s|ite v|is|its). X|iao (2024) 

membukt|ikan bahwa kunjungan lapangan oleh |investor |inst|itus|ional secara s|ign|if|ikan 

mengurang|i pengh|indaran pajak Perusahaan, terutama melalu |i dua mekan|isme ya|itu 
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saluran d|is|ipl|in (d|is|ipl|inary channel) dan saluran transfer pengetahuan (knowledge 

transfer channel). Kedua, jalur ancaman penar |ikan saham (ex|it threat), |investor 

|inst|itus|ional dapat member|ikan tekanan kepada manajemen dengan mengancam 

menar|ik kepem|il|ikan saham mereka, yang akan berdampak s |ign|if|ikan terhadap harga 

saham perusahaan, seh |ingga memaksa manajemen untuk terus men|ingkatkan ef|is|iens|i 

operas|ional. Ket|iga, jalur s|inyal pasar, sebaga|i p|ihak yang mem|il|ik|i akses |informas|i 

|internal perusahaan, preferens|i kepem |il|ikan dan transaks|i pasar |investor |inst|itus|ional 

mengandung s|inyal relevan bag|i seluruh pelaku pasar mengena|i kual|itas tata kelola 

dan strateg|i perusahaan (Drobetz et al., 2025).  

 Dalam konteks hubungan antara pengh|indaran pajak dan pers|istens|i laba, 

kepem|il|ikan |inst|itus|ional berperan sebaga|i var|iable moderas|i yang mampu 

memperkuat efek n |ila|i (value effect) sekal|igus melemahkan r|is|iko dar |i pengh|indaran 

pajak. Xu (2024) menemukan bahwa ket|ika t|ingkat pengh|indaran pajak terlalu rendah, 

pengawasan |investor |inst|itus|ional terbukt|i memperkuat hubungan pos|it|if antara 

pengh|indaran pajak dan pers|istens|i laba. Sebal|iknya, Ket |ika T|ingkat pengh|indaran 

pajak t|ingg|i, |investor |inst|itus|ional justru mampu memperlemah hubungan negat |if 

tersebut. Hal |in|i terjad|i karena pen |ingkatan propors|i kepem|il|ikan |inst|itus|ional 

memperbesar pengaruh mereka dalam dewan perusahaan, seh|ingga mampu mencegah 

terjad|inya tunnell|ing oleh pemegang saham pengendal |i maupun manajemen yang 

memanfaatkan akt|iv|itas pengh|indaran pajak sebaga |i kedok untuk t|indakan 

oportun|ist|ik. 



31 
 

 
 

 Beberapa penel|it|ian emp|ir|is terk|in|i mendukung peran moderas|i dan 

pengawasan |investor |inst|itus|ional. Ath|ira & Lukose (2023) melakukan stud|i pada 

perusahaan-perusahaan |Ind|ia dan menemukan bahwa kepem |il|ikan |inst|itus|ional 

bersama (common |inst|itut|ional ownersh|ip) secara negat|ive berkorelas|i dengan 

pengh|indaran pajak, yang kons|isten dengan h|ipotes|is ef|is|iens|i pengawasan 

|inst|itus|ional. Kałdońsk|i & Jewartowsk|i (2024) dalam stud|i pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar d|i Bursa Efek Warsawa justru menemukan hubungan pos |it|if 

antara kepem|il|ikan |inst|itus|ional jangka Panjang dan agres|iv|itas pajak, yang 

meng|ind|ikas|i bahwa |investor |inst|itus|ional dengan hor|izon |investas|i jangka panjang 

mendorong perencanaan pajak yang leb|ih agres|if dem|i memaks|imalkan laba setelah 

pajak. Temuan yang beragam meng|ind|ikas|i bahwa dampak kepem|il|ikan |inst|itus|ional 

terhadap prakt|ik pengh|indaran pajak bers|ifat kond|is|ional, tergantung pada 

karakter|ist|ik |investor, t|ingkat konsentras|i kepem|il|ikan dan l|ingkungan tata kelola 

perusahaan (Alroba|i et al., 2025). 

 Pada perusahaan-perusahaan yang tercatat d|i Bursa Efek |Indones|ia, 

kepem|il|ikan |inst|itus|ional terbukt|i member|ikan kontr|ibus|i pos|it|if terhadap kual|itas 

laba. Tar|igan et al. (2022) dalam penel |it|ian terhadap 60 perusahaan manufaktur yang 

tercatat d|i |IDX per|iode 2018-2023 menentukan bahwa kepem |il|ikan |inst|itus|ional 

member|ikan pengaruh pos|it|if dan s|ign|if|ikan terhadap kual|itas laba, meng|ind|ikas|i 

bahwa struktur kepem |il|ikan oleh Lembaga mampu men|ingkatkan pengawasan dan 

mengurang|i man|ipulas|i laba. Temuan |in|i memperkuat argument bahwa |investor 
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|inst|itus|ional merupakan mekan|isme tata Kelola eksternal yang efekt |if untuk 

mengarahkan keb |ijakan perusahaan agar tetap beror|ientas|i pada penc|iptaan n|ila|i 

jangka panjang dan menjaga keberlanjutan k|inerja keuangan perusahaan. 

 Kepem|il|ikan |inst|itus|ional dalam penel|it|ian |in|i d|iukur berdasarkan persentase 

jumlah saham yang d|im|il|ik|i oleh |investor |inst|itus|ional d|iband|ingkan dengan total 

keseluruhan saham yang beredar, mengacu pada metode pengukuran yang d |igunakan 

oleh (Xu, 2024). Pengukuran |in|i mencerm|inkan seberapa besar kendal |i dan pengaruh 

yang d|ipegang oleh |investor |inst|itus|ional dalam struktur kepem|il|ikan perusahaan. 

Semak|in t|ingg|i ras|io kepem|il|ikan semak|in kuat juga kemampuan mereka untuk 

melakukan pengawasan terhadap keb|ijakan manajemen, termasuk keb|ijakan 

pengh|indaran pajak (Alroba|i et al., 2025). Rumus pengukuran kepem |il|ikan |investor 

|inst|itus|ional d|irumuskan sebaga|i ber|ikut: 

𝐼𝑁𝑆𝑇 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100% 

(Xu, 2024) 

2.1.2 Penel|it|ian Terdahulu  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penel|it|i 

(Tahun) 

Judul 

Penel|it|ian 

Objek 

Penel|it|ian 

Has|il Penel|it|ian 

1. 

 

Xu (2024) The Effect of 

Tax Avo|idance 

on Earn|ings 

Pers|istence: 

Ev|idence from 

Ch|ina 

17.048 observas|i 

32 ers|istens A-

share terdaftar d |i 

Ch|ina, per|iode 

2012–2020 

 

Pengh|indaran pajak 

berpengaruh pos|it|if 

terhadap pers |istens|i 

laba. Non-l|inear: 

Q1 pos|it|if, Q3 

negat|if. Kep. 

|Inst|itus|ional 
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No. Nama Penel|it|i 

(Tahun) 

Judul 

Penel|it|ian 

Objek 

Penel|it|ian 

Has|il Penel|it|ian 

memoderas|i 

hubungan tersebut. 

2. Wongs|inh|irun et 

al. (2024) 

Tax Avo|idance, 

Manager|ial 

Ownersh|ip, 

and Agency 

Confl|icts 

30.000 observas|i 

33 ers|istens 

33 ers|is Amer|ika 

Ser|ikat selama 

per|iode 25 tahun 

Pengh|indaran pajak 

d|idorong konfl|ik 

keagenan. 

Kepem|il|ikan 

manajer|ial t|ingg|i 

mengurang|i 

pengh|indaran pajak 

oportun|ist|ik 

3. H|izaz|i et al. 

(2022) 

The 

Pers|istence of 

Tax Avo|idance 

and |Its Effect 

on the 

Pers|istence of 

Earn|ings 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i bursa 

efek 33ers|ist As|ia 

Tenggara 

termasuk 

|Indones|ia 

Pers|istens|i 

pengh|indaran pajak 

berpengaruh 

33 ers|iste thd 

pers|istens|i laba. 

Pengh|indaran pajak 

pers|isten dengan 

tren menurun. 

4. Kałdońsk|i & 

Jewartowsk|i 

(2024) 

Tax 

Aggress|iveness 

under 

Concentrated 

Ownersh|ip: 

The 

|Importance of 

Long-Term 

|Inst|itut|ional 

|Investors 

1.707 observas|i 

33 ers|istens 

terdaftar d|i Bursa 

Efek Warsawa, 

Poland|ia, per|iode 

2010–2019 

Kep. |Inst|itus|ional 

jangka 33 ers|ist (+) 

thd agres|iv|itas 

pajak, terutama 

pada 33 ers|istens 

keluarga dengan 

masalah keagenan 

parah 

5. Ath|ira & Lukose 

(2023) 

Do Common 

|Inst|itut|ional 

Owners 

Act|iv|isms 

Deter Tax 

Avo|idance? 

Ev|idence from 

an Emerg|ing 

Economy 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i Bursa 

Efek |Ind|ia (BSE 

dan NSE) 

Kepem|il|ikan 

|inst|itus|ional 

33 ers|ist (-) thd 

pengh|indaran 

pajak; |investor 

|inst|itus|ional 

berperan akt |if 

sebaga|i mon|itor|ing 

agent. 

6. L|i et al. (2021) When 

Ded|icated 

|Investors Are 

Perusahaan-

perusahaan 

33 ers|is yang 

Berkurangnya 

mon|itor|ing 

|inst|itus|ional 
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No. Nama Penel|it|i 

(Tahun) 

Judul 

Penel|it|ian 

Objek 

Penel|it|ian 

Has|il Penel|it|ian 

D|istracted: 

The Effect of 

|Inst|itut|ional 

Mon|itor|ing on 

Corporate Tax 

Avo|idance 

terdaftar d|i 

Amer|ika Ser|ikat 

s|ign|if|ikan 

men|ingkatkan 

pengh|indaran pajak 

temporer; 

mon|itor|ing 

|inst|itus|ional adalah 

34 ers|is kr|it|is 

pembatas 

oportun|isme pajak. 

7. Saleh|i et al. 

(2024) 

|Impact of 

Corporate 

Governance on 

Tax Avo|idance 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i Bursa 

Efek Teheran 

(Tehran Stock 

Exchange), |Iran 

Mekan|isme tata 

34 ers|is kep. 

|Inst|itus|ional 

berpengaruh 

s|ign|if|ikan terhadap 

pengh|indaran pajak 

34ers|istens. 

8. Dang & Vu 

(2022) 

Factors 

Affect|ing 

Earn|ings 

Pers|istence: 

Research |in 

Emerg|ing 

Markets 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i pasar 

saham V|ietnam 

sebaga|i 

representas|i pasar 

berkembang 

Strateg|i b|isn|is, 

masalah keagenan 

pemegang saham, 

kual|itas 

pengendal|ian 

|internal, kompos|is|i 

dewan berpengaruh 

terhadap pers |istens|i 

laba. 

9. Khuong, Abdul 

Rahman, et al. 

(2022) 

Earn|ings 

Management, 

Board 

Compos|it|ion 

and Earn|ings 

Pers|istence |in 

Emerg|ing 

Market 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i pasar 

saham V|ietnam, 

per|iode 14 tahun 

34 ers|istens|il a 

akrual (-) thd 

pers|istens|i laba. 

Kompos|is|i dewan 

yang ba|ik 

memperkuat 

pers|istens|i laba. 

10. Sandy & Mulya 

(2024) 

The Effect of 

Earn|ings 

Pers|istence 

and Cap|ital 

Structure on 

Earn|ings 

Response 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i Bursa 

Efek |Indones|ia 

(BE|I), per|iode 

2011–2021 

34 ers|istens|il aba 

(+) thd ERC; pasar 

|Indones|ia 

merespons leb|ih 

pos|it|if terhadap 

laba 34 ers|istens 
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No. Nama Penel|it|i 

(Tahun) 

Judul 

Penel|it|ian 

Objek 

Penel|it|ian 

Has|il Penel|it|ian 

Coeff|ic|ient |in 

|Indones|ia 

Stock 

Exchange 

dengan pers |istens|i 

laba t|ingg|i. 

11. Koay & Sap |ie|i 

(2024) 

The Role of 

Corporate 

Governance on 

Corporate Tax 

Avo|idance: A 

Develop|ing 

Country 

Perspect|ive 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i Bursa 

Efek Malays|ia 

(Bursa Malays|ia) 

Tata 35 ers|is (-) thd 

pengh|indaran 

pajak. D|i negara 

berkembang, 

lemahnya 

penegakan hukum 

menc|iptakan 

peluang leb|ih besar 

untuk tax 

avo|idance. 

12. Alroba|i et al. 

(2025) 

Earn|ings 

Qual|ity 

Dr|ivers: Do 

F|irm 

Attr|ibutes and 

Ownersh|ip 

Structure 

Matter |in 

Emerg|ing 

Stock 

Markets? 

Perusahaan-

perusahaan 

terdaftar d|i pasar 

saham 

berkembang 

(emerg|ing stock 

markets) 

Kepem|il|ikan 

|inst|itus|ional dan 

atr|ibut 35 ers|istens 

(+) thd kual|itas 

laba. 35 ers|istens|il 

aba sangat pent|ing 

bag|i pemangku 

kepent|ingan dalam 

pengamb|ilan 

keputusan. 

 

2.2 Kerangka Pem|ik|iran 

 Kerangka pem|ik|iran dalam penel |it|ian |in|i menggambarkan hubungan antara 

pengh|indaran pajak selaku var|iable |independent, pers|istens|i laba selaku var|iable 

dependen, dan kepem|il|ikan |investor |inst|itus|ional selaku var|iable moderas|i. 

Berlandaskan teor|i agens |i dan penel|it|ian terhadulu yang telah d|iura|ikan, pengh|indaran 

pajak d|iduga member|ikan pengaruh pos|it|if terhadap ketahanan laba perusahaan sektor 

pertambangan yang tercatat d|i Bursa Efek |Indones|ia, penghematan beban pajak 
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men|ingkatkan arus kas |internal yang mendukung stab|il|itas laba perusahaan. 

Kepem|il|ikan |investor |inst|itus|ional d|iduga memoderas|i hubungan tersebut, karena 

pengawasan akt|if dar|i |investor |inst|itus|ional mampu memast|ikan bahwa strateg|i pajak 

yang d|iterapkan manajemen beror|ientas|i pada penc|iptaan pajak terhadap ketahanan 

laba. Hubungan antara var|iable tersebut d|igambarkan secara s|istemat|is dalam Gambar 

2.1 ber|ikut.  

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

        H1,H2 

 

H3 

 

 

2.3 H|ipotes|is 

2.3.1 Pengaruh Pengh|indaran Pajak Terhadap Pers|istens|i Laba 

|Industr|i pertambangan termasuk dalam salah satu sektor dengan beban pajak 

yang pal|ing berat d|i |Indones|ia, meng|ingat kewaj|iban perpajakan yang berlap|is 

mencakup pajak penghas |ilan badan, royalt|i, pajak bum|i dan bangunan, serta berbaga |i 

pungutan daerah. Kond |is|i |in|i menc|iptakan tekanan kuat bag|i manajemen perusahaan 

pertambangan untuk melakukan pengh |indaran pajak sebaga|i strateg|i pengelolaan 

kewaj|iban f|iskal. Koay & Sap|ie|i (2024) menegaskan bahwa d|i negara-negara 

berkembang, lemahnya penegakan hukum perpajakan membuka celah yang leb |ih luas 

Penghindaran Pajak  

 

Persistensi Laba 

 

Investor Institusional 
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bag|i perusahaan untuk melakukan upaya pengh |indaran pajak, seh|ingga |isu |in|i menjad|i 

sangat relevan dalam konteks perusahaan pertambangan d |i |Indones |ia. Sementara |itu, 

pers|istens|i laba perusahaan pertambangan rentan terhadap berbaga|i faktor eksternal 

sepert|i fluktuas|i harga komod|itas dun|ia, perubahan regulas|i, dan r|is|iko geolog|i, 

seh|ingga memaham|i peran pengh|indaran pajak terhadap keberlanjutan laba menjad |i 

sangat pent|ing. 

Dar|i perspekt |if teor|i agens|i pengh|indaran pajak d |ipandang sebaga|i mekan|isme 

pemb|iayaan endogen yang dapat mengurang |i kendala keuangan yang d|ihadap|i 

perusahaan. Xu (2024) menjelaskan bahwa pengh|indaran pajak yang efekt|if 

mengkonvers|i penghematan pengeluaran pajak menjad|i arus kas |internal yang dapat 

d|igunakan perusahaan untuk memb|iaya|i keg|iatan operas|ional dan |investas|i, seh|ingga 

mengurang|i ketergantungan pada pemb |iayaan eksternal yang leb |ih mahal. Bag|i 

perusahaan pertambangan yang mem|il|ik|i kebutuhan modal sangat besar untuk 

eksploras|i, pengembangan tambang, dan pembel|ian peralatan berat kemampuan untuk 

mempertahankan arus kas |internal melalu|i pengh|indaran pajak dapat menjad|i faktor 

yang sangat krus|ial dalam menjaga kelangsungan operas |ional dan stab|il|itas laba. 

Wongs|inh|irun et al. (2024) menegaskan bahwa ket|ika pengh|indaran pajak d|ilakukan 

dalam batas yang wajar dan mencerm|inkan kepent|ingan pemegang saham, hal tersebut 

dapat memperkuat kapas|itas keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Sejalan 

dengan pandangan |in|i, Xu (2024) berargumen bahwa pengh |indaran pajak yang 

moderat terutama mencerm|inkan value effect yang kondus|if bag|i pers|istens|i laba, 
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karena pen|ingkatan arus kas |internal memungk|inkan perusahaan untuk terus 

beroperas|i secara berkelanjutan mesk|ipun menghadap|i tekanan keuangan eksternal. 

Namun dem|ik|ian, pandangan r|is|iko yang d|idasarkan pada teor|i agens|i 

member|ikan perspekt|if yang berlawanan. Xu (2024) meng|ident|if|ikas|i bahwa 

pengh|indaran pajak men|imbulkan t|iga jen|is r|is|iko yang dapat mengancam 

keberlanjutan laba perusahaan. Pertama, r|is|iko |informas|i: perusahaan yang melakukan 

pengh|indaran pajak cenderung menyembuny |ikan deta|il transaks|i dar|i otor|itas pajak, 

yang secara bersamaan men|ingkatkan ket|impangan |informas|i antara p|ihak manajemen 

dan para pemegang saham serta menurunkan kred |ib|il|itas laporan keuangan. Kedua, 

r|is|iko keagenan: pengh|indaran pajak menyed|iakan alat dan peluang bag |i manajer 

untuk terl|ibat dalam per|ilaku oportun|ist|ik sepert|i manajemen laba, perdagangan orang 

dalam, dan |investas|i t|idak ef|is|ien yang menguntungkan manajer namun merug |ikan 

pemegang saham. Ket|iga, r|is|iko |investas|i: konfl|ik keagenan mendorong manajer 

untuk menggunakan arus kas bebas has|il pengh |indaran pajak untuk over |investas|i atau 

ber|investas|i pada proyek ber|is|iko t|ingg|i dem|i memenuh|i syarat |insent|if pajak, yang 

pada akh|irnya men|ingkatkan ket|idakpast|ian laba masa depan. Saleh|i et al. (2024) 

membukt|ikan bahwa tanpa mekan|isme tata kelola yang memada |i, as|imetr|i |informas|i 

yang d|iperburuk oleh pengh|indaran pajak akan semak|in men|ingkatkan b |iaya keagenan 

dan mengurang|i keberlanjutan k|inerja keuangan perusahaan. 

Pengh|indaran pajak dan ketahanan laba mem |il|ik|i hubungan yang erat secara 

konseptual. Pengh|indaran pajak secara langsung memengaruh|i besaran laba bers |ih 
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yang d|ilaporkan perusahaan karena beban pajak merupakan komponen pengurang laba. 

Ket|ika perusahaan berhas|il mem|in|imalkan beban pajak melalu|i strateg|i pengh|indaran 

pajak, arus kas |internal perusahaan men|ingkat seh|ingga laba yang d|ihas |ilkan leb|ih 

besar dan berpotens |i leb|ih stab|il dar|i per|iode ke per|iode. Xu (2024) secara ekspl|is|it 

menegaskan bahwa pengh|indaran pajak merupakan salah satu faktor s |ign|if|ikan yang 

memengaruh|i pers|istens|i laba, karena penghematan pajak yang berhas |il d|iwujudkan 

perusahaan mencerm|inkan kapas|itas manajemen dalam mengelola sumber daya 

keuangan secara ef|is|ien, yang pada g|il|irannya mendukung keberlanjutan laba 

perusahaan. H|izaz|i et al. (2022) memperkuat keterka|itan |in|i dengan membukt|ikan 

bahwa pers|istens |i pengh|indaran pajak secara langsung berhubungan dengan 

pers|istens|i laba pada perusahaan-perusahaan d |i As|ia Tenggara termasuk |Indones|ia. 

Xu (2024) member|ikan bukt|i emp|ir|is bahwa pengh|indaran pajak member|ikan 

pengaruh pos|it|if terhadap pers|istens|i laba, yang mengkonf|irmas|i bahwa value effect 

mendom|inas|i ket|ika pengh|indaran pajak d|ilakukan dalam k|isaran yang efekt|if. Has|il 

|in|i selaras dengan penel|it|ian H|izaz|i et al. (2022) dalam kaj|ian pada perusahaan-

perusahaan As |ia Tenggara termasuk |Indones |ia juga mengkonf|irmas|i adanya 

keterka|itan s|ign|if|ikan antara pengh |indaran pajak dan pers|istens|i laba, mesk|ipun 

dengan arah yang bergantung pada t |ingkat agres|iv|itasnya. Dang & Vu (2022) 

memperkuat argumen |in|i dengan menemukan bahwa kemampuan perusahaan 

mengelola sumber daya keuangan secara ef|is|ien, termasuk melalu|i penghematan pajak, 

berpengaruh s|ign|if|ikan terhadap pers|istens|i laba d|i pasar berkembang. Dalam konteks 
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perusahaan pertambangan |Indones|ia yang menghadap|i tekanan keuangan ak|ibat 

volat|il|itas harga komod|itas dan t|ingg|inya kebutuhan modal, pengh|indaran pajak yang 

terukur berpotens|i mema|inkan peran yang leb|ih s|ign|if|ikan dalam mendukung 

keberlanjutan laba d|iband|ingkan sektor la|in. Berdasarkan argumentas|i tersebut, 

h|ipotes|is pertama sebaga|i ber|ikut: 

H1: Pengh|indaran pajak berpengaruh pos|it|if terhadap pers|istens|i laba  

2.3.2 Pengaruh pengh |indaran pajak terhadap pers|istens|i laba pada 

Perusahaan Pertambangan Non-BUMN 

Permasalahan |in|i sangat relevan dalam konteks pertambangan |Indones|ia 

meng|ingat bahwa sektor |in|i d|idom|inas|i oleh kehad|iran dua jen|is perusahaan yang 

mem|il|ik|i karakter|ist|ik tata kelola, |insent|if pajak, struktur kepem|il|ikan, dan tekanan 

pasar yang sangat berbeda. D|i satu s|is |i terdapat perusahaan BUMN pertambangan 

sepert|i PT Buk|it Asam Tbk, PT T|imah Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk yang 

beroperas|i d|i bawah kendal|i dan pengawasan pemer|intah. D|i s|is|i la|in terdapat 

perusahaan-perusahaan pertambangan non-BUMN swasta sepert|i PT Adaro Energy 

Tbk, PT Bayan Resources Tbk, PT |Indo Tambangraya Megah Tbk, dan puluhan 

perusahaan pertambangan swasta la|innya yang beroperas|i sepenuhnya berdasarkan 

mekan|isme pasar. Perbedaan mendasar antara kedua jen|is perusahaan |in|i, menurut Xu 

(2024) dalam konteks SOE vs non-SOE d|i Ch|ina, menghas|ilkan perbedaan yang 

signifikan dalam motivasi, intensitas, dan dampak penghindaran pajak terhadap 

persistensi laba. 
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Teori agensi menjadi landasan utama dalam menjelaskan mengapa pengaruh 

penghindaran pajak terhadap ketahanan laba berbeda antara perusahaan BUMN dan 

non-BUMN. Dalam kerangka teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal 

(pemegang saham) dan agenb (manajer) muncul akibat asimetri informasi, dan 

intensitas konflik ini berbeda secara sistematis antara perusahaan milik negara dan 

swasta. Pada perusahaan BUMN, manajer berada di bawah pengawasan ganda dari 

pemegang saham pemerintah sekaligus regulator negara sehingga ruang gerak manajer 

untuk memanfaatkan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi lebih terbatas. 

Sebaliknya, pada perusahaan non-BUMN, pemisahan antara fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan lebih tajam sehingga konflik keagenan yang mendorong 

manajer memaksimalkan arus kas internal melalui penghindaran pajak dan dengan 

demikian ketahanan laba menjadi jauh lebih kuat. Xu (2024) menegaskan bahwa 

perbedaan struktur kepemilikan antara perusahaan negara dan swasta secara langsung 

memengaruhi motivasi dan intensitas penghindaran pajak, yang pada akhirnya 

menentukan kekuatan hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba. 

Perusahaan BUMN pertambangan memiliki beberapa karakteristik yang 

membuat pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba relatif lebih lemah 

dibandingkan perusahaan non-BUMN. Xu (2024) dalam konteks perusahaan milik 

negara (SOE) di China menemukan bahwa perusahaan negara memiliki banyak saluran 

pembiayaan yang didukung oleh pemerintah, sehingga insentif mereka untuk 

meningkatkan sumber pembiayaan internal melalui pengurangan pengeluaran pajak 
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relatif lemah. Dengan kata lain, value effect dari penghindaran pajak lebih lemah pada 

perusahaan BUMN. Dalam konteks Indonesia, perusahaan BUMN pertambangan 

mendapatkan berbagai keistimewaan akses pembiayaan, penjaminan pemerintah, serta 

perlindungan dari risiko kebangkrutan yang tidak dimiliki perusahaan swasta. Selain 

itu, manajer BUMN yang berorientasi pada kinerja politis cenderung memiliki motivasi 

yang lebih kecil dalam menjalankan praktik penghindaran pajak secara agresif, karena 

perusahaan BUMN diasumsikan lebih tunduk pada pengawasan regulasi dan lebih 

bertanggung jawab terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat risiko dari 

penghindaran pajak juga relatif lebih lemah pada BUMN, karena manajer BUMN 

memiliki insentif yang lebih kecil untuk menyembunyikan perilaku oportunistik 

melalui transaksi penghindaran pajak. Akibatnya, penghindaran pajak pada perusahaan 

BUMN pertambangan tidak secara signifikan menggerakkan persistensi laba ke arah 

manapun. 

Sebaliknya, perusahaan non-BUMN pertambangan memiliki karakteristik yang 

membuat pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba jauh lebih 

pronounced. Xu (2024) menemukan dalam konteks non-SOE bahwa perusahaan 

swasta memiliki saluran pembiayaan yang lebih sempit dan terbatas, sehingga motivasi 

mereka untuk memperoleh modal kerja melalui perencanaan pajak jauh lebih kuat. 

Dalam konteks Indonesia, perusahaan pertambangan non-BUMN umumnya 

mengandalkan pasar modal, pinjaman perbankan komersial, dan pembiayaan internal 

sebagai sumber pendanaan utama. Akses ke sumber-sumber pembiayaan ini sangat 
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bergantung pada kondisi pasar dan profitabilitas perusahaan, sehingga kemampuan 

menghasilkan arus kas internal melalui efisiensi pajak menjadi sangat kritis. Dengan 

demikian, ketika penghindaran pajak dilakukan secara moderat, value effect-nya jauh 

lebih terasa pada perusahaan non-BUMN, karena penghematan pajak secara langsung 

meningkatkan arus kas yang tersedia untuk operasional dan investasi, yang pada 

gilirannya memperkuat persistensi laba. Namun secara bersamaan, manajer perusahaan 

non-BUMN juga memiliki insentif yang lebih besar untuk menyembunyikan perilaku 

oportunistik melalui transaksi penghindaran pajak yang kompleks karena imbal jasa 

mereka lebih bergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membuat risiko 

dari penghindaran pajak juga lebih kuat pada perusahaan non-BUMN, terutama ketika 

penghindaran pajak dilakukan secara agresif. 

 Xu (2024) secara empiris membuktikan pola ini pada konteks China dengan 

menemukan bahwa koefisien interaksi antara tingkat penghindaran pajak dan 

persistensi laba secara signifikan lebih tinggi pada kelompok non-SOE dibandingkan 

SOE, baik dalam kondisi penghindaran pajak rendah maupun tinggi. Dalam konteks 

Indonesia, Nawang dan Prasetyo (2024) juga menemukan bahwa penghindaran pajak 

sebagai cerminan konflik keagenan berdampak lebih signifikan pada perusahaan-

perusahaan yang dikelola oleh manajemen non-keluarga (yang lebih berorientasi pasar) 

dibandingkan perusahaan keluarga, yang secara analogi konsisten dengan prediksi 

perbedaan non-BUMN vs BUMN. Wongsinhirun et al. (2024) memperkuat argumen 

ini dengan membuktikan bahwa konflik keagenan yang lebih parah yang umumnya 
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dijumpai pada perusahaan swasta tanpa dukungan pemerintah memperkuat hubungan 

antara penghindaran pajak dan kinerja keuangan perusahaan. Alkausar et al. (2023) 

dalam penelitian pada perusahaan-perusahaan Indonesia juga mengkonfirmasi bahwa 

agresivitas pajak sebagai cerminan masalah keagenan lebih menonjol pada perusahaan-

perusahaan swasta yang tidak memiliki jaminan pemerintah. Berdasarkan argumentasi 

tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Penghindaran pajak berpengaruh lebih kuat terhadap persistensi laba 

pada perusahaan pertambangan non-BUMN 

2.3.3 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Hubungan Penghindaran 

Pajak dan Persistensi Laba 

Permasalahan ini menjadi sangat relevan mengingat bahwa perusahaan-

perusahaan pertambangan di Indonesia umumnya melibatkan transaksi yang sangat 

kompleks, dan bernilai sangat besar, termasuk transaksi afiliasi lintas batas, skema 

royalti dan kontrak karya, perjanjian pinjaman dengan pihak berelasi, serta 

pemanfaatan insentif pajak kawasan tertentu. Kompleksitas transaksi ini menciptakan 

ruang yang luas bagi manajemen untuk memanfaatkan penghindaran pajak sebagai 

kedok perilaku oportunistik tanpa mudah terdeteksi oleh pemegang saham biasa. Di 

sinilah investor institusional yang memiliki kapasitas analisis, sumber daya informasi, 

dan insentif yang jauh lebih besar berperan krusial sebagai mekanisme tatas kelola 

eksternal yang mampu memoderasi dampak penghindaran pajak terhadap persistensi 

laba perusahaan. 
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Dalam kerangka teori agensi, investor berbentuk institusi seperti lembaga dana 

pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi reksa dana, dan manajer investasi 

berperan sebagai agen pengawas (monitoring agent) yang mewakili kepentingan 

pemegang saham minoritas. Xu (2024) mengidentifikasi tiga jalur mekanisme melalui 

mana investor institusional memonitor kebijakan penghindaran pajak perusahaan dan 

memoderasi dampaknya terhadap persistensi laba. Pertama, jalur partisipasi aktif dan 

pengurangan asimetri informasi: investor institusional berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan strategis melalui pelaksanaan hak suara, pengajuan proposal 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan negosiasi langsung dengan dewan 

direksi. Mereka juga memiliki kemampuan memperoleh informasi korporasi yang 

bernilai melalui kunjungan lapangan, penelitian mendalam, dan komunikasi langsung 

dengan manajemen, sehingga mampu mengidentifikasi perilaku oportunistik yang 

tersembunyi dalam transaksi penghindaran pajak yang rumit. Xiao (2024) 

membuktikan bahwa kunjungan lapangan investor institusional secara signifikan 

mengurangi penghindaran pajak oportunistik melalui saluran disiplin dan transfer 

pengetahuan.  Li et al. (2021) memperkuat temuan ini, berkurangnya pengawasan aktif 

dari investor institusional yang berdedikasi terbukti secara signifikan meningkatkan 

penghindaran pajak temporer perusahaan. 

Kedua, jalur ancaman penarikan saham (exit threat) penarikan kepemilikan 

oleh investor institusional besar akan berdampak sangat signifikan pada harga saham 

dan kemampuan perusahaan pertambangan dalam mengakses pasar modal untuk 
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pendanaan proyek-proyek besar. Ancaman ini memaksa manajemen untuk 

mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam memilih strategi penghindaran 

pajak yang berisiko merusak reputasi dan kepercayaan pasar. Ketiga, jalur sinyal pasar: 

preferensi kepemilikan dan transaksi pasar investor institusional mengandung sinyal 

relevan bagi seluruh pelaku pasar mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Ketika 

investor institusional besar memilih untuk mempertahankan atau meningkatkan 

kepemilikannya di perusahaan pertambangan tertentu, hal ini memberikan sinyal 

positif kepada pasar bahwa strategi pajak perusahaan tersebut kondusif bagi penciptaan 

nilai jangka panjang, yang pada gilirannya mendukung persistensi laba perusahaan. 

Xu (2024) menyediakan bukti empiris yang kuat untuk peran moderasi ini. 

Koefisien interaksi tiga arah antara , tingkat penghindaran pajak, dan kepemilikan 

institusional bernilai positif pada kelompok penghindaran pajak rendah, menunjukkan 

bahwa investor institusional memperkuat hubungan positif antara penghindaran pajak 

dan persistensi laba dengan mengvalidasi bahwa penghindaran pajak moderat 

mencerminkan strategi penciptaan nilai yang sah. Pada kelompok penghindaran pajak 

tinggi, koefisien interaksi tiga arah tetap positif, menunjukkan bahwa investor 

institusional berhasil mengurangi dampak negatif penghindaran pajak agresif terhadap 

persistensi laba dengan mencegah tunnelling oleh pemegang saham pengendali atau 

manajer. Athira & Lukose (2023) mengkonfirmasi pada konteks India bahwa 

kepemilikan institusional bersama berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak 

oportunistik, menegaskan efektivitas investor institusional sebagai mekanisme 
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pengawasan pajak. Alrobai et al. (2025) membuktikan pada sampel pasar saham 

berkembang bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba termasuk dimensi persistensi laba melalui 

peningkatan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Salehi et al. (2024) juga 

mengkonfirmasi bahwa mekanisme tata kelola termasuk kepemilikan institusional 

merupakan instrumen utama menekan biaya keagenan yang muncul dari penghindaran 

pajak agresif. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan 

sebagai berikut: 

 H3: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara 

penghindaran pajak dan persistensi laba. 

 


